BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Prosedur Izin poligami menurut:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana mengatur izin
poligami yang pada umumnya yaitu pada pasal 5 ayat 1 diantaranya:
1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan
hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak mereka
b. Kompilasi Hukum Islam
1. Berlaku adil
2. Mengajukan secara tertulis ke Pengadilan Agama dan harus mengikuti
prosedur yang diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975
3. Pasal 58 yang berbunyi selain syarat utama yang disebut pada Pasal
55 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula
dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
1. Ada persetujuan istri yang disahkan oleh atasan PNS yang

bersangkutan serendahnya-rendahnya Pejabat eselon 1V
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2. PNS yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup

3. Ada jaminan tertulis bahwa PNS tersebut akan berlaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anaknya
2. Cara Penyelesaian Kasus Poligami yang Dilakukan Oleh PNS/ASN

Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami harus sesui dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 dan peraturan-peraturan yang lainnya yang sesuai
dengan aturan poligami. Jika Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka ada sanksi
yang didapatkan yaitu pemotongan gaji, ditunda naiknya pangkat, dan juga
dipecat secara tidak hormat. Untuk mengenai penyelesaian kasus poligami
yang dilakukan olen PNS sejauh ini belum ada hanya pemberlakuan
ketentuan-ketentuan bagi PNS yang berpoligami tidak sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

B. Saran
1. Bagi para praktisi hukum agar dapat mengkaji ulang terhadap undang-
undang perkawinan di Indonesia, khususnya yang mengatur masalah
poligami, dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum
terhadap prosedur dan perizinan poligami baik poligami bagi Pegawai
Negeri Sipi maupun Non Pegawai Negeri Sipil
2. Bagi para pelaku poligami baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai

Negeri Sipil, diharapkan benar-benar untuk memahami akibat hukum yang
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tidak memenuhi syarat dan prosedur poligami, misalnya tidak

mencantumkan izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil
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